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ABSTRAK 
 

I Putu Gede Agus Nuartha, 201610115051,Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 
Notaris Yang Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik, 
2020.   

 

Latar belakang penelitian ini, dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik 
berdasarkan UU Jabatan Notaris untukubertindak jujur, saksama, mandiri, tidak 
berpihak, dan menjaga kepentinganupihakuyang terkaitudalam perbuatan hukum. 
Karenanya Notaris harus bertindakuhati-hati danucermat sertauteliti dalam 
menjalankan prosedur untukumembuatuaktauotentik agar tidak terkena jeratan 
hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai pertanggungjawaban 
notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap dan akibat 
hukum terhadap akta otentik yang berisi keterangan palsu. Penelitian ini, 
menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan 
pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan 
tersier kemudian dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian skripsi ini untuk 
mengetahui pertanggungjawaban notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan 
oleh para penghadap dan akibat hukum terhadap akta otentik yang berisi keterangan 
palsu. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah referensi bagi masyarakat 
mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan 
oleh para penghadap. Kesimpulan bahwa pertanggungjawaban Notaris terhadap 
keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap adalah pertanggungjawaban 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
mengenai sikap kehati-hatian dalam membuat akta untuk kepentingan para pihak 
penghadap. Akibat hukum terhadap akta otentik yang berisi keterangan palsu yang 
diberikan para pihak Penghadap kepada Notaris adalah akta otentik tersebut batal 
demi hukum. Saran diharapkan Notaris dalam membuat akta agar lebih menerapkan 
prinsip kehati-hatian agar tidak berurusan dengan proses pemeriksaan di penyidikan 
sampai ke pengadilan. 
 
 
 

Kata Kunci : Akta Otentik, Notaris, Pertanggungjawaban 
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ABSTRACT 

 

I Putu Gede Agus Nuartha, 201610115051, Criminal Liability for a Notary who 
Tried to Put False Information into an Authentic Deed, 2020. 

. 

The background of this research, in carrying out its task of making an authentic 
deed based on the Law of the Notary Position, is to act honestly, thoroughly, 
independently, impartially, and safeguard my related interests in legal actions. 
Therefore the Notary must act carefully and carefully and thoroughly in carrying 
out procedures to create an authentic act so that it is not exposed to the law. The 
formulation of the problem in this study regarding the responsibility of a notary to 
the false information given by the parties and the legal consequences of the 
authentic deed containing false information. This study, using normative legal 
research methods (literature) with secondary data collection consisting of primary, 
secondary and tertiary legal materials then analyzed qualitatively. The purpose of 
this thesis research is to find out the notary liability for false information given by 
the parties and the legal consequences of the authentic deed containing false 
information. This research is also useful to add a reference for the public regarding 
the responsibility of a notary to the false information provided by the parties facing 
this. The conclusion is that the responsibility of the Notary for false statements 
given by the parties is the responsibility based on Act Number 2 of 2014 concerning 
the Position of Notary regarding the prudential attitude in making the deed for the 
benefit of the parties facing the parties. The legal consequence of an authentic deed 
containing false information given by the parties facing the Notary to the Notary is 
that the authentic deed is null and void. Suggestions are expected by the Notary to 
make a deed to be more prudent in order not to deal with the examination process 
in the investigation to the court. 
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